Menimbang

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 419 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA E&}Z‘.RJ}&
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan ‘Pasal 9’7 aya‘t (1)_.:-'.;

Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 B
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan: Pemermtah

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas_’flf.f:';.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun. 2016 tentangi Ll

Perangkat Daerah mengamanatkar - ‘bahwa Perangkatfi-_

Daerah yang pelaksanaan tugas dan’ fungsinya te}ahfg"

dapat dilaksanakan oleh keiompok }abatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas. ‘dan fungsinya .
telah digantikan secara penuh oleh keiompok jabatan“_--f' s

fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) humf b S

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparai:ur Necrara dan- L
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ten‘tangf:-_.'ﬁf CEEET
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi ke ~ Jabatan .
Fungsional, mengamanatkan bahwa peﬂyetaraan _}abatan e

dilakukan pada instansi Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkaﬁ' ':bii'okrés'i' yéﬁ&-'-_'”_" S
dinamis dan profesional sebagai upaya penzngkatan';?5__:'_'
efektivitas dan efisiensi ‘guna mendukung ‘kinerja.
pemerintah daerah, perlu dilakukan’ penyedezhanaan';f I
birokrasi melalui penyetaraan gabatan admmlsta"am 1{6

dalam jabatan fungsional,;

bahwa  berdasarkan pei'timbangéﬁ sebagaimaﬁa._; 8 :
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan- hm uf ¢, perlu.

menetapkan Peraturan Gubernur’ tentang Kedudukan _

Susunan Organisasi, Tugas dan Fuﬁgsz, serta’ Tata Kerjai_ﬁ” j" ;
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak R

Provinsi Kalimantan Barat;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 11956 ﬁﬁnang; :'3*f*f*
Pembentukan Daerah-Daerah . Otenom - Provinsi. -

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmaman

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repub}zk -
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang nomor 7 'I‘ahuri ' 1984 ten‘tang:_: '_ '. '_
Pengesahan  Konvensi Menﬁenm _ Segala Bentuk e
Diskriminasi Terhadap Wanita. (Coventzon on ‘the .

Elimination of All Forms of Dzscnmmatmn '-:Agamstif :

Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia- 'i‘ahun;':3_'-::__':'_'-.::
1984 Nomor 29, Tambahan Lembara:ﬂ Negala Repubhkf e §§

Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 'I‘ahun 1999 tentang Hak-:
Azasi Manusia (Lembaran Negara Repubhk Indoeﬂsxal_'_j__;_-'_ R
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara i e

Republik Indonesia Nomor 3886});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang;‘;:
Perlindungan Anak (Lem‘barem Negma Repubhkﬁf_ i
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia. Nomor 4235) sebagaimana .
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun' =~
2014 tentang Perubahan atas Undang—{}ndang Nomor 23+ = =
Tahun 2002 tentang Perhndungan Anak (Lembaranfi} o
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indenesna Nomor’f'"_ e

5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2(}04 tentang'_f.'---_ St
Penghapusan Kekerasan Dalam. Rm‘nah Tangga:._f"._-._::' S
{Lembaran ‘Negara Republik" Indonesza Tahun 2004:3{fﬂ
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republ:nléifj"-_}'-' S

Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangi_-. -
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 64 Tambahan'_.:
Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 4—635)}1-_?”}_'_
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang’:‘
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Unda:rag— S
Undang Nomor 13 Tahun 2006 teutang Pezhndunffan :fi__'_}{ :
Saksi dan Korban {Lembaran Negara Repubhk Indonesuat::
Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Neo’ara:_j":_'_'

Republik Indonesia Nomor 5602);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang.‘_-_}_.'-'
Pemberantasan Tindak Pidana Peldagangan Olang:'. S
(Lembaran Negara Republik Indonesia ~Tahun 2007 -
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara, Repubhk

Indonesia Nomor 4720};

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ten'tang-,-_l
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Nega}a Repubhl«:._'f;' e
Indonesia Tahun 2012 Nomor = 116, Tarnbahaﬂ G

Lembaran Negara Republik Indonesm Nomm 531 5};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *ten“tang Aparaiur e
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. A
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara'_--'_ SR

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 _’_Fahun : 2014 tentangl[:"
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu'bizk__ L
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahz‘m Lemba:an-i'?ff' o
Negara Republik Indonesia Nomor- o587) sebagmmana L e
telah diubah beberapa kali dan -terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta--;'”.

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhkf'_
Indonesia Nomor 6573); '

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarwf-.f._*_ﬁ."_:_._f {:.-_:-'._Q:

Perangkat Daerah (Lembaran Negaza Republﬂ«: Indonesmfiff

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan: Lembaran Negarag"_"f
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun - SR
2019 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemermtahi_f_-_
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pe:rangkat Daerah =
(Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'_’; Ll

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang e
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor. 63, "I‘aznbahan"’.:_-':"';- s e
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor" 6037);;_'_.'}'_':"
sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Pemermtah e
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas‘::'_}f_-zi-}_
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ‘Len‘tarzgf-‘-_'-_:";_'_-_ SN
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahanf"f g

Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 64?’ 7).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan S
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun: 2021 tentamcr“_-

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan = - i
Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonesm '}f‘ahun'- L

2021 Nomm 525)




15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi {(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.,

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Provinsi

Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah unsur |
pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pezempuan darl S
perlindungan anak, :

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan- .
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operaszonal'-“ T

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas’ Pemberdayaaﬁ i
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat,

Aparatur 3ipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagﬁ o
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya_ng'
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. :

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai’ ASN'
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pe:rjamlf_—m :

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi iugas’

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara iamnya dan_ :
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga negam- S Ll
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkst sebagai’ F’egawaz ASN - PR
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk m&ndudum Jaba‘i:an__ S

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang bermi funﬁsz darl- o

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adm:tmstram pememntahan' :
dan pembangunan. '

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang meﬁdudukl Jabatan_"_,": o

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang ‘berisi fungm dan -'
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada'.-.':'

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatafl S

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungmonal yanﬂ'; - _:: .
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah ‘Penganglkdtan Pe;abatﬁ_ R
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ fnpassmgi___ o

pada jabatan fungsional yang setara.

Pemberdayaan Perempuan adalah kesetaraan gender kaum perempuan- |

agar dapat diberdayakan dan mempunyai peran yang sama dengan kaum::-__,_

pria dalam setiap pembangunan. : SR
Kekerasan Dalamm Rumah Tangga adalah setiap . perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan |

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau’ penelantaran:-[_} '
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan ‘perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara meiawaﬂ hukum dalamf'_'_ SRR

lingkup rumah tangga,

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah - _]amman yang i
diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerssan dalam rumah ™

tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam rumah tangga,. dan"_' :

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

¢
L
1




20.

21.

22,

DPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan d1 bawah dan"_'- Lo
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Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin ~dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, .

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ;

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. LT
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. : Sl
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah =
keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan  dan
perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, -
integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan,

pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,{ S
sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi. perempuan daﬁi_ S

anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosmlnya

BAB I
KEDUDUEKAN

Pasal 2

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III R
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI -
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

DPPPA mempunyai tugas membantu Gubernur meiaksanakan urusai'z"_ -

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembamuan di S
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai- ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 D}?PPA_"J
menyelenggarakan fungsi : :

a.

b.

perumusan program kerja di bidang pemberciayaaﬁ perempuam dan_-'

perlindungan anak;

perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup pe1empuan perhndungan'.- e

dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, Serta daia gender;}:__: i

dan anak;

pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan pe111nd1,zngan"__. e 1

dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan,: serta data gender'f
dan analk; :




Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,' i

-7 -

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup'

perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan: o

perempuan, serta data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan:
perundang-undangan; ' |
pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang lkualitas hidtip'-
perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, _perﬁndungaﬁ”
perempuan, serta data gender dan anak; '

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan,

perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan PETIempuam, Serta- S

data gender dan anak;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kmezja Instansl' S S

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di linglkungan DPPPA;
pelaksanaan administrasi di lingkungan DPPPA; dan _

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang d'ibérikaﬂ' 'oleh':_._
Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan peﬂmdungan anaix"'
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi DPPPA terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Kualitas Hidup Perempuan;

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
Bidang Perlindungan Perempuan;

Bidang Data Gender dan Anak;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Fwome a0 gop

Susunan Organisasi DPPPA sebagaimana tercantum dalam Lamplran yarzg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gu‘bemur ini..

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordmaszkan membma

mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melapo:{ kan kegiatan : o

dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan’ anak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. o '
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud daiam Pasal 6 Kepaia - ;"::
Dinas mempunyai fungsi : :

a,

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayai (1)humf | b d1p1mp1n
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bEI tanggung;&wab kepada

penetapan program . kerja . di  bidang = kualitas hldup perempuan
perlindungan dan pemenuhan h'xk anak perlmdungan perempuan, s&rta
data gender dan anak; ' - :

perumusan kebijakan di badang kuahtas hid.up perempuan perlmdungan s
dan pemenuhan hak anak, perlmdungaﬂ pexempuaﬁ, serta data gender-'“
dan anak;

penyelenggaraan kegiatan di bidaﬂg' ' 'kt;ialitas hldup perempuan,
perlindungan dan pemenuhan hak anak; perlindungan perempuan serta
data gender dan anak sesuai ketentuan peraturan pemndangmundangaﬁ

pelaksanaan pengkoordinasian -kegiatan -di b1dang kuahtas hldup
perempuan, perlindungan’ dan . pemenuhan:. hak:. anak, perhndungan
perempuan, serta data gender dan anak; )

pembinaan dan mengarahkan keglatan i b1dang kuahtas hzdup
perempuan, perlindungan - dan pemeﬂuhan hak anak perlmdungan
perempuan, serta data gender dan anak; .o i

pengawasan terhadap peials:sanaan ‘i:ugas c’tan fungs1 da Imgkungan DPPPA :

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyeienggaz aan. 1‘ef0rmam birokrasi Rt
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerm‘zah (SAKEP) dan peiayanan e
publik di lingkungarn DPPPA: ' :

pelaksanaan evaluasi dan peiaporan 1erhadap penyelenggaraan keg1atan d1 e
bidang kualitas h1dup perempuan “per 1111d1111gan dan pemenuhan hak anak .
perlindungan perempuan, serta data gender dan anak: -

pemberian saran dan pertimbangan- kepada - Gubernur berkenaan denﬂaﬁ
perumusan kebijakan di bidang kualitas: huiup perempuan perlmdungaﬁ et
dan pemenuhan hak anak;. per}.mciungan perempuan ‘serta data gender
dan anak; dan - : i : L S

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan ch bldang "pemberdayaan "-:'::;
perempuan dan perlindungan anak yang d1berﬂ~:an oleh Gubemur sesual
ketentuan peraturan per undang-undangan : - -

‘Bagian Keempat
- Sekretariat .

obdsiig

Kepala Dinas.

| "Paéai@' |

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahazl perumusan kebijakan-_ di i .
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluam umum dain’ aparatur keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin : pelaksemaaﬁ seiuruh keglatan

pelayanan dan admmwtram di hngkungan DPPPA

1.
L L4
R I




; -19 —_ ::. - :

Pasal 13

a.

b. pengumpulan, pengolahan bahaﬂ cian perumusa_n I{Eb‘ij _'
umum dan aparatur dz hnfrkungan DPPPA e

peraturan perundang*undangan, P

d. pemberian dukunwan te:rhadap pelaksanaan i
lingkungan sekretamat R S

h. pelaksanaan momtormg, __ eva}uam dan penyusuﬂan apolan terhadap
pelaksanaan tugas da_n fuﬁgm d1 bldang umum d

i. pelaksanaan- fungsz Iam ch bida:ng umum dan"' aparatur_”
oleh sekretaris. L . S _ .

| Bag1an Kehma
Bzdang Kuahtas Hldup Perempuan

Pasai 1_4

Bidang Kualitas szup Perempuan Sebaffa;mana dlmaksu'
ayat (1) huruf ¢, dlplmpm oleh seorang Kepala_ Bz '
dan bertaﬂggung}awab kepada Kepaia Dmas :
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c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesetaraan gender
bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan
keluarga, dan kualitas keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 'di
bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendidikan,
kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi i bida'ng-

kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, pendld1kan, o |

kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan*-fuﬁ'gsi_’ ai

bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hulkum, pendidikan; B
kesehatan, pembangunan keluarga, dan kualitas keluarga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; o

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas :bei*kei‘i_aaﬁ
dengan tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi;
politik dan hulkum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga daﬁ

kualitas keluarga;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terha’dap '.peléké'éﬂaaﬁ' S

tugas dan fungsi di bidang kesetaraan gender bidang ekonomi, pcﬂitik dan

hukum, pendidikan, kesehatan, pembangunan keluarga dan i{uahtas SRR

keluarga; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas ch bidang .

kualitas hidup perempuan sesuai ketentuan peraturan pemndang-
undangan. .

Bagian Keenam _
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagdimana dimaksud: .
dalam Pasal 5 ayat (1} huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang .
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunya; tugas:_
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhndungan-'-_[
anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perimdungan .
anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang_?
anak, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan peiayman dan }'
administrasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. ' S

'Wmhw

< ':;
==

""?ﬂ&
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Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang =
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Analk mempunyai fungsi : '

a.

b.

penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak o

Anak; _
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhndungaﬁ .

anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang,
perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, dan - o

tumbuh kembang anak;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan _ana_k
korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan

anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kernbaug T

anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah '_'di.
bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak - pidana

perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan
berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak sesuai ketenituan peraturan

perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fung&u di bldang'-
perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana- perdagangan
orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan .
khusus, tumbuh kembang anak;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang perlindungan anak korban kekerasan dan  tindak' pidana’ o
perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan
berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak sesuai ketentuan peratm an

perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan .

dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan' -
dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak daiam kondisl S
darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak; '

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan .'

tindak pidana perdagangan orang, perimdungan anak -dalam’ 1<:onchs1
darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak; dan -

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidahg'

perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan pe%aturan .

perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Perempuan

Pasal 20

Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 -

ayat {1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah '_

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 21

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyviapkan bahan dan -
merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penangsnan
perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan
penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga,
perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus,
serta  bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang’ |
Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan'
dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang,-'_

pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam -

rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondls,i =
darurat atau khusus; ST
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pen?cegahan “dan
penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang,

pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam_ e
rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondzm Ll

darurat atau khusus sesuai ketentuan peraturan perundaﬁg-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di b1dang'. c
pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak - pidana -
perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban _
tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan :
dalam situasi dan kondisi darurat atau Kkhusus sesuai ketenman-

peraturan perundang-undangan;

€. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d1 bldang"}ﬁ_.-_ o
pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak. pidana: .
perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban" L
tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan

dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus; _
f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas da_u fungsz ch

bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pzdana-- R

perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan kmban
tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan -

dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus sesual ketenman o

peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penangaﬂan-"__.
perempuan korban tindak pidana perdagangan orang,. pencegahan dan

penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga,

perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat aiau- fe

khusus;

[
[
i
I
{
i




- 14 -

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanganan perempuai .
korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan

perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan

hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
perlindungan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Data Gender dan Anak

Pasal 23

Bidang Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Data Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dem.' '_
merumuskan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengo]ahan data

gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, parﬁmpa.sz
masyarakat, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegzatan pelayanan -
dan administrasi di bidang data gender dan anak, 3

Pasgal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; Bldang |
Data Gender dan Anak mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Data Gender dan Anak;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan .
dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data. gender-'; B
dan anak, serta partisipasi masyarakat; -

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peng,umpu}an dan .
pengolahan data gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan”

anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundamg— '_

undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bzdang
pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis ‘dan

penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di- bldang'_'__ o
pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dzm o

penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat;
f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari funcrs;. di

bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan anak, analisis dan = SR

penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan;
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pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data
gender dan anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi
masyarakat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengumpulan dan pengolahan data gender dan
anak, analisis dan penyajian data gender dan anak, partisipasi masyarakat;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang data
gender dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang DPPPA.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 27

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada DPPPA ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis
fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (n
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.




(4)

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan':-_g
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Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok.
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab -
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pe_}aba‘t
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan -
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan - perundang- .

undangan.

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dﬂan‘tﬂ{ S
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan Jabatan B
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki .
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturari
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan. 3Penyé‘taraah':
Jabatan. o .
Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki dlsetarakan’ _
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya ‘sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana SO

dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi; keias_ ;s

Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan per u:ndan g R T

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional. tersebut




(1)

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, méi‘igeiwasli-,:-_r_f ¥
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja-kepada .

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan’ Pejabat’ :'.j';
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi .dan. .
sinkronisasi, baik di lingkungan DPPPA maupun antar Perangkat Daerah -

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi peilg'iavvéféan e
di lingkungan DPPPA dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan -
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang- -

-i7-

BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari _Peg'avvai _-{ASN .
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- .

undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat daﬁ Pegawai ASN"_: :
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan DPPPA mermperhatikan syarét _

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan jb_agijf"- |
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ~ketentuan S

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan DPPPA disusun sesuai ketentuan. - -

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabataﬁ:"-melak'safn_ak:a}r‘i-_3'___.
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai’ . o

penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian  kewenangan - o

yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama -sesuai_ dé;igaﬂg

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lirna
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan ‘Anglka Kredit; s
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas “pokok dan

pengembangan profesi.
BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 33

bawahannya.

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

undangan.




g

- 'Bawiéﬁ Kedua
" Laporan
Pasal 34

(1) Kepala Dinas wajib menyampazkan 1ap01 an: pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada - Gubemur meialul Sekretams Daerah'
perihal kebijakan yang ditetapkan. . : L

(2) Kepala Dinas wajib menyampalkan Laporan Kmerja kepada Guberﬂul e
melalui Sekretaris Daerah secara’ tepat Waktu yang dlsusun sesua1
ketentuan peraturan perundang-undanﬁaﬂ _ : L

(3) Setiap Pejabat di hngkungan "DPPPA. Wa31b memaiuhi kebtgakaz

ditetapkan dan wajib m@nyampa;kan 1aporan pelalxsanaan tugas serta

memberikan penjelasan teknis atau keter: angan kepadaf‘atasa

masing sesuai dengam tugas dan funasmya ' - 3

saran pertlmbangan kepada Kepa}a Dmas melalu Sekretai‘ls' '..gunaf
dijadikan sebagai bahan ‘perumusan kebga}{an o

o BAE'VI' '
. PEMBIAYAAN
' Pasal 35

(1) Pelaksanaan program ;berdasarkaﬂ tuaas desentral1sa31 dlbebankm pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

{2) Pelaksanaan program berdasarkan. tugas. }Jembantuan dal i
bersumber pada’ Anggman Pendapatan dan Belanja Negar_

BAB VII By
KE’}‘ENTUAN LAIN LAIN
Pasal 36 :

(1) Uraian jabatan untulk Setxap Jabatan di’ Iliqgkungan DPPPA
Gubernur sesuai ketentuan peraturan’ perundang—undangaz .

(2) Gubernur melalui Perangkai Daerah yang. bertanggung;awa di bidan
organisasi memberikan asistensi  dan  fasilitasi terhadap  pe
organisasi DPPPA sesuai ketentuan peraturan. perundangu :

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja: sarna _ai_ m -Icegla
pembinaan dan pengendalian orwamsam DPPPA S
peraturan perundang-undangan.” -

(4) Dalam rangka peiaksamaan tugaé dan’ fungsmya, agar se}uruh' Pe;_ ba
Administrasi dan - Pejabat Fungsmnal berpedoman "pad 3 ;
peraturan perundang- undangan

: BAB VIII _ o
KD’?ENTUAN PERALIH&N
Pasal 3'7 L

Pada saat Peraturan Gubemur Aini muial beﬂaku i\ ,
melaksanakan tugas pada DPPPA tetap ‘melaksanaka Ugasnya se anjang
belum ada penugasan yang baru darz Pejabat Pembma I{epega aiay
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulaj berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun -
2016 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor _
104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 'Fungsi '
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2019 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlalku,

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan: 8 |
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah - Provinsi
Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Fyn, 2w C
4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £ =

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ¢ Bun el
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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